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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG

KAWASAN LINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

bahwa sebagai akibat semakin terbatasnya ruang dan menurunnya
kualitas lingkungan hidup, maka pemanfaatan kawasan yang
berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggu fungsinya, maka perlu diupayakan pengaturan dan
perlindungan kawasan dan ekosistemnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan
Lindung;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1984 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);



15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 50);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran
Daerah Tahun 2006 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN LINDUNG.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Pemerintah daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerabh.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka
Tengah.

5. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan

kawasan lindung Kabupaten Bangka Tengah.

Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup

sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya
bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

9. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan ,
pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

10.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat
khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan
sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan
banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

11.Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanah
sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun
dalam waktu lama.

12.Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai
kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan
tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

13.Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang
mempunyai manfaat penting unutk mempertahankan kelestarian
fungsi pantai.

14.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai
termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang
mempunyai manfaat paling penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi sungai.

15.Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Kolong adalah kawasan tertentu di
sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi.

16.Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekeliling mata air yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian
fungsi mata air.

17.Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem
khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan
flora dan fauna khas dan beranekaragam.

18.Pantai Berhutan Bakau adalah kawassan pesisir laut yang
merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi
memberi perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan laut.
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19.Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya adalah daerah
berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, gugus karang
dan/atau yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman
dan/atau keunikan ekosistem.

20.Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola
dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan
pendidikan.

21.Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama
dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbukan dan/atau satwa alami
atau buatan jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu
pengetahuan, pendidikan , kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.

22.Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat
maupun di laut terutama yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan
rekreasi alam.

23.Kawasan Cagar Budaya dan ilmu Pengetahuan adalah kawasan
dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi
maupun bentukan geologi alami yang khas berada.

24.Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau
berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

25.Kawasan Rawa adalah kawasan yang mempunyai kemampuan
tinggi untuk meresapkan air bumi (aktifer) yang berguna sebagai
sumber air.

26.Kawasan Jurang adalah kawasan tertentu yang memiliki sifat khas
yang mempunyai lereng lapangan lebih dari 45 % (empat puluh lima
persen).

27.Kompensasi adalah pungutan tertentu kepada orang atau badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

28.Kompensasi Pemanfaatan Kawasan Lindung adalah ganti rugi atas
jasa yang telah diberikan oleh kawasan lindung baik karena
pemanfaatan arealnya maupun fungsinya, yang selanjutnya dapat
disebut kompensasi.

29.Wajib Kompensasi adalah orang atau badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran kompensasi.

30.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang leliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bnetuk usaha tetap
serta badan usaha lainnya.

31.Surat Pendaftaran Objek Kompensasi, yang selanjutnya disingkat
SpdOK adalah surat yang digunakan oleh Wajib Kompensasi untuk
melaporkan data objek kompensasi sebagai dasar perhitungan dan
pembayaran kompensasi yang terutang menurut Peraturan
Perundang-undangan.

32.Surat Ketetapan Kompensasi, yang selanjutnya disingkat SKK
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
kompensasi yang terutang.



